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Motto dan Persembahan

“Sebab Aku ini menegetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan. ”

(Yeremia 29:11)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :
v' Kedua Orang Tua Tercinta
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v' Teman-Teman Seperjuangan

v Almamaterku
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki
harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia,
anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin
hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari
kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang terdapat
dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.!

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi, serta
gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang berubah yang membawa perubahan sosial
dalam perkembangan dasar terhadap perilaku dan nilai anak. Perilaku menyimpang

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara

! Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana
Anak), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him.12.
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lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Peranan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan jiwa, mental dan
sosial anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bertanggung jawab. Kebanyakan
orang tua tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak anak serta keperluan yang
dibutuhkan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan. Hal ini dibuktikan
dengan masih banyak orang tua yang berkonflik di hadapan anaknya, sehingga dapat
mengganggu kondisi psikologis dan mental anak. Kejadian di dalam keluarga sangatlah
mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga merupakan tempat pertama bagi
anak untuk belajar. Keluarga yang baik cenderung membentuk pribadi anak yang baik
dan sebaliknya. Oleh karena itu Orang tua harus benar-benar memperhatikan kondisi
dan menentukan sikap ketika terjadi masalah agar tidak mengganggu perkembangan

anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-
hak anak (Convention on the Rights of The Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tetang Hak-Hak

Anak).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak
menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun
pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud

dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena
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tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau
pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.? Pada hakikatnya anak tidak dapat
melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental,
fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan
perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situaasi

yang dialami.

Berdasarkan Undang—undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka (3),
bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak adalah anak
yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. Tidak adanya frasa “belum pernah kawin” dalam definisi anak pada undang -
undang ini, dikarenakan para ahli dan pembuat undang — undang menganggap
bahwasanya meskipun anak tersebut sudah menikah, secara psikologis mereka
memiliki jiwa dan mental sebagai anak-anak. Istilah anak nakal (Juvenile Deliquency)
digunakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Romli  Atmasasmita
menyatakan bahwa deliquency adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan
seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan
sebagai perbuatan yang tercela.®* Walaupun anak memiliki kehendak bebas untuk

melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, tetaplah harus menganggap bahwa pengaruh

2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, him.35.
3 Romli Atmasasmita, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali
Pers,Kota Besar, 2011,him.23.
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dari lingkungan sekitar dan berbagai faktor eksternal memiliki dampak yang besar

untuk mempengaruhi sikap tindaknya.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3 kategori yaitu:*

a.

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012) ;

Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana.(Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun
2012) ;dan
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1

angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012).

4 Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).
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Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang
dewasa ketika melakukan tindak pidana, karena sejak lahir anak memperlihatkan ciri-
ciri, tingkah laku, karakteristik serta kepribadian yang khas dan unik. Istilah kejahatan
tidak bisa dipakai untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena pada hakikatnya
anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis yang
menghasilkan sikap kritis dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak
mengganggu ketertiban umum. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana belum
dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan maka timbul istilah “anak
nakal” hal ini ditujukan karena kondisi psikologis anak yang tidak seimbang dan cara

berpikir anak yang belum bisa menelaah dengan baik sebab akibat dari suatu perbuatan.

Kasus berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak terus meningkat
setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2015 sebanyak 502 orang, tahun 2016
sebanyak 593 orang, tahun 2017 sebanyak 622 orang dan pada tahun 2018 sebanyak
1.885 orang.® Data tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran orang tua atau wali
dalam mendidik dan mengasuh anak serta peranan masyarakat untuk memperhatikan

anak di lingkungan sekitar apabila melakukan penyimpangan.

> Widia Primastika, Komisi Perlindungan Anak Indonesia & Wawancara tirto.id, Diakses
melalui www.tirto.id pada tanggal 5 februari 2019 Pukul 23.15 WIB.


http://www.tirto.id/
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Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang no 3
tahun 1997, menetapkan sanksi pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatur

dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. “ Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan diluar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga;dan
e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.”®

menambahkan jenis sanksi baru yaitu sanksi pidana pelatihan kerja yang
merupakan jenis pidana pokok. Pidana Pelatihan Kerja merupakan pengganti denda
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012
menyebutkan bahwa:’ “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif

berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja dapat dilakukan di lembaga yang
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Keberadaan pidana
pelatihan kerja merupakan arahan kepada hakim untuk lebih mementingkan

perlindungan hak-hak anak serta mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan

® Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153)

7 Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153)
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yang menimbulkan efek negatif bagi kepentingan anak yang terpidana dan masyarakat.
Fungsi pidana perampasan kemerdekaan dapat menimbulkan dehumanisasi anak dan
akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama berada di dalam
lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk hidup produktif di
masyarakat.® Mengingat tidak semua badan usaha mau mempekerjakan seorang
mantan narapidana ataupun seseorang yang pernah berurusan dengan hukum hal ini
ditujunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) salah satu

syarat pada umumnya.

Negara di dunia yang sudah menerapkan pidana pelatihan kerja di dalam
KUHP-nya maupun undang-undang kriminal lainnya. Negara-negara tersebut
menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan
pengganti pidana yang tidak dapat dibayar. Seperti halnya negara Polandia, Jerman,
Inggris, Belanda, Denmark, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Indonesia pidana
pelatihan kerja langsung diberikan apabila terdapat pidana kumulatif berupa pidana
penjara dan denda. Wujud pidana pelatihan kerja tersebut berupa pembinaan kepada

anak yang melakukan tindak pidana, antara lain:

a. Umum: pemberantasan tiga buta (buta aksara,buta angka dan buta
bahasa).

b. Mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/ budi pekerti.

c. Kerja budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara, dan seni
karawitan.

d. Latihan keterampilan: kursus menjahit, menganyam, pembinaan
generasi muda dan sebagainya.

8 Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, him.53.
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e. Rekreasi: olahraga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.®

Pidana pelatihan kerja sangat tepat dan penting untuk diterapkan dalam perkara
anak agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum (recidive) akibat
tidak ada kemampuan bekerja serta diharapkan dapat menurunkan jumlah perkara
pidana anak. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja
dilaksanakan di lembaga yang melaksankan pelatihan kerja sesuai dengan dengan usia
anak”.!® Dalam undang-undang Sistem peradilan Pidana Anak, lembaga yang
melaksanakan pidana pelatihan kerja antara lain Balai latihan kerja, lembaga
pendidikan vokasi yang misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketengakerjaan, pendidikan atau sosial. Pelatihan kerja
pengganti denda dalam penelitian ini dilakuakan di Balai Pemaasyarakatan Kelas 1
Palembang. Balai pemasyarakaatan disebut dengan singakatan BAPAS adalah pranata
untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat. Nama balai pemasyarakaatan
sebelumnya adalah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
(BISPA) yang memiliki tujuan yaitu untuk pembinaan diluar penjara agar tercipta
perubahan menjadi pribadi yang baik bagi warga binaan (Narapidana dan Anak Didik)

dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada tahun 1995

% Eka Rose Indrawati, Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan
tindak pidana, Rechtide. Vol.13. No.l, Juni 2018, hlm. 29, Diakses dari
http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article 2.1.1 pada tanggal 5 Februari
2019, pukul 20.00 WIB.

10 pasal 78 ayat 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).
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setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
istilah BISPA berubah menjadi BAPAS. Hal tersebut dikukuhkan kedalam keputusan
Menteri No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

pemasyarakaatan. !

Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan anak telah
diatur sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 34

ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a

bertugas:

a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus
mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan
bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.”

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa

“Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan
Diversi, melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak
selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk
melaporlkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan
peyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di

11 Dirjend Kemenkumham, “Buku Panduan Pembimbing Kemsyarakatan”,
Jakarta:Kemenkumham RI, 2012, him50.
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dalam maupun di luar sidang, termasuk di luar sidang, termasuk di
dalam LPAS dan LPKA;

c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di
LPKA bersama pembimbing kemasyarakatan lainnya;

d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai
tindakan; dan

e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti
menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Pembimbing Kemasyarakatan bukan hanya bertugas sebagai pembuat laporan
penelitian kemasyarakatan tetapi membuat program perawatan anak serta melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang diputus
pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Balai pemasyarakaatan. Balai
pemasyarakaatan memiliki urgensi dan peranan yang sangat penting dalam
membimbing dan mengawasi anak yang dikenai tindak pidana dalam pelaksanaan
pelatihan kerja guna membekali kemampuan anak yang telah kehilangan kemerdekaan
semenjak di LPKA untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Menurut
penjelasan diatas, penulis mengangkat judul, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja
Sebagai Pengganti Denda bagi anak binaan pemasyarakatan di BAPAS Kelas 1

Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan

latar belakang sebagai berikut:



21

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak
pidana di Balai pemasyarakaatan Kelas 1 Palembang?

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan pidana
pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai

pemasyaarakaatan klas 1 palembang?
C.Tujuan Penelitian
Menurut rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah-:

1. Untuk menjelaskan implementasi dari pelibatan Balai pemasyaarakaatan klas 1
palembang dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan
tindak pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang mendorong dan menghambat dalam
pelaksanaan pidana pelatihan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai

pemasyaarakaatan klas 1 palembang.

D.Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharaapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
a. Penulis Berharap informasi ini bisa digunakan bagi perkembangan

ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan pelibatan Balai
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pemasyarakaatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi
anak yang melakukan tindak pidana.

b. Penulis Berharap dapat memberikan pengetahuan kepada penulis
serta kepada mahasiswa hukum mengenai pelibatan Balai
pemasyarakaatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi
anak yang melakukan tindak pidana.

c. Penulis Brharap penelitian ini dapat menjadi suatu refrensi bagi
yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan
masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis berharap melalui penelitian dapat dimanfaatkan bagi
masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk menjadi refrensi
mengenai keterlibatan Balai pemasyarakaatan dalam pelaksanaan
pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana
sehingga dapat terwujudnya pemenuhan hak anak.

b. Penelitian ini dapat menjadi acuanuntuk aparat penegak hukum
yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan bagi anak yang

melakukan tindak pidana.
E.Kerangka Teori

1. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah:*?

a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan
oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah
ditentukan secara normatif.*3
Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan
sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan
hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya
mencakup law enforcement, namun juga peace maintenence, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian
mengenai  aturan nilai  dan tingkah laku yang betujuan untuk
terciptanya damai di masyarakat.
b. Faktor Penegakan Hukum
Hukum berfungsi untuk memperkokoh mental dan integritas

seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi

12 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2004, him.42.
13 Ibid, him.42.
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kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat
potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakata dan penegakan
hukum.Maka daripada itu, kunci dari keberhasilan dalam penegakkan
hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.
Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam
penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak disertai dalam
pelaksanaannya dengan sarana dan prasarana yang baik adalah suatu hal
yang ambigu apabila kita memaksakan untuk penegakan hukum secara
maksimal.
Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap
penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan
hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoriing
penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu kejanggalan dalam
penegakkannya. Pada hakikatnya permasalahan hukum merupakan
permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama
untuk turut membantu.
Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang
berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati

bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah
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laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan
hukum, baik sebelum penjatuhan putusan maupun ketika dalam

pembinaan di pemasyarakatan.

2.Teori Pemidanaan

Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan, yaitu:

a. “Teori Absolut atau teori Pembalasan” (retributive)

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau
penderitaan. Yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari
perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak
diberikan kepada penjahat telah melakuakan pelanggaran
hukum, penyeerangan hak serta kepentingan hukum
(pribadi,masyarakat,atau negara) yang telah dilindungi oleh
undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana
yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang

dilakukannya.4

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian)
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum)

14 Chazawi adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
him.158.
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dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib
masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu
diperlukan pidana.®
Teori Gabungan (integratif)
Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya,
maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan
pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan
pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat,
yang  diterangkan  secara  kombinasi  dengan
menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa
mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini
mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata
tertib masyaraakat dengan kata lain dua alasan tersebut
menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini
dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan,
tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas
dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya

dipertahankannya tata tertib masyarakat.

15 1bid.hIm.161.
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2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan
tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas
dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada
perbuatan yang dilakukan terpidana.'®

3. Teori Perlindungan Anak

Hukum tidak dapat lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata,
tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga
negara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental, dan sosial.}” Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan
terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,
baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak
tertulis.Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan

anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial,

16 Chazawi adami,Op.Cit,him.164
17 Maidin Gultom,Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di
Indonesia,PT.Refika Aditama,Bandung,2014.him.40
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bidang kesehatan, bidang pendidikan.'® Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 menetapkan bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanuasiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.
F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang
lingkup yang membahas mengenai “PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN
KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK BINAAN
PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS 1 PALEMBANG”. “Memiliki
kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun
2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi
keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan undang-
undang lain yang berkaitan dengan materi skripsi”. Agar pembahasannya terukur maka

ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang pelibatan Balai pemasyarakaatan saat

18 1bid.him.43
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pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda bagi anak yang melakukan

tindak pidana serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
G.Metode Penelitan

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.t® Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

secara sistematis, metodologis dan konsisten.
1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris.
Penelitian lapangan merupakan sebutan dari penelitian empiris. Penelitian
empiris, bahan pertama yang diteliti adalah data sekunder yang selanjutnya
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau
masyarakat. Penelitian empiris ini mengadakan pengukuran terhadap
peraturan perundang-undangan tertentu menegenai efektifitasnya, maka
definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-
undangan.?® Metode penelitian ini menggunaakan peraturan perundaang-
undangan maupun bahan hukum tercatat dan mengindentifikasi pengertian-
pengertian pokok atau dasar daalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan

kewajiban, peristiwva hukum, dan objek hukum dengan pendekatan

19 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika, Jakarta,2010,hIm.17
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.47
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pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait

dengan masalah ini.?

2) Pendekatan Penelitian
Secara  metodologis,  penelitian  ini  termasuk dalam jenis
penelitian empiris. Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian
hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum
yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data
sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode
pendekatan yang digunakan yaitu:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada
terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan
melakukan Klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep
keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.
b. Pendekatan Sosiologi (Sosiological Approach)
Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan

hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.52
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kehidupan yang nyata.?? Pendekatan ini menekankan pada penelitian
yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris
dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya
langsung, dalam hal ini Anak Binaan di Balai pemasyarakaatan.

3)  Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer adalah data empirik yang diambil secara
langsdung di lokasi penelitian atau lapanga melalui teknik
wawancara dengan yang terkait mengenai sunber informasi
yaitu Pegawai yang bekerja di Balai Pemasyarakaatan .

b. Data Sekunder adalah data yang berupaa bahan hokum yang
terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum
yang memiliki sifat hukum yang mengikat
terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek penelitian
ini.? Pada penelitian ini bahan primer yang
digunakan adalah, Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

2]bid, him.51.
2Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pers, Jakarta, 1986, him.52
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tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang
syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi,
cuti  mengunjungi  keluarga, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti
bersyarat .2*

2. Bahan Hukum Sekundeer yaitu bahaan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer?®, serta membantu menganalisis bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang
digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian
dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan
dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier?® yaitu petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.52

Zpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,
him.141.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.52
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ensiklopedia, majalah, surat kabar dan
sebagainya.
4) Lokasi Penelitian
Balai pemasyaarakaatan klas 1 palembang, merupakan tempat penelitian
yang dipilih oleh penulis.
5) Teknik Pengumpulan Data
a) Studi Lapangan / Field Research
Penelitilan  lapangaan dilakuakn  melalui  obsevasi  yakni
mengumpulkan data melalui pengamatan langsung objek penelitiian.
Selanjutnya mewawancarai pegawai Balai pemasyarakaatan yang
berkaitabn dengan kasus teersebut.

b) Studi Pustaka / Library Research

Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan
dikorelasikan dengan data pustakaa. “Beberapa literatur dan buku yang
berkaiitan dengan penelitian ini, selain itu data diperoleh dari dokumen-

dokumen penting dan Undang-undang yang berlaku”.?

6) Populasi dan Sampel Penelitian
Populaasi pada penelitian yakni Pebimbing Kemasyarakatan di Balai
pemasyaarakaatan klas 1 palembang, selanjutnya diambil bebeerapa sampel

untuk diwawancarai sebagai perwakilan dari pupulasi sampel.

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.54
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Pewawancaraan dilaksanakan dengan berpedoman pada pertanyaan yang
sudah disiapkan agar mendapatkan informasi dari responden yang sudah
dipilih..

Responden adalah piihak yang dipilih berdaasarkan keweenangan,
pekerjaannya, serta pengetahuannya yang diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai masalah dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja
sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak
pidana.

Responden terdiri dari:
1. Kasi Bimbingan Klien Anak

Pihak yang berwenang untuk bertanggung jawab atas proses

pelaksanaan Pelatihan kerja bagi Klien Anak di Balai

pemasyaarakaatan klas 1 palembang.
2. Pembimbing Kemasyarakatan Anak
Pihak yang mendapat tugas dalam membina dan mengawasi anak saat
melakukan pidana pelatihan kerja.
3. Anak Binaan
Anak yang menerima pelatihan kerja di Balai pemasyarakaatan.

Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data untuk menjamin kebenaran data dapat melalui cara

pengumpulan data, pengkategorian dan pengelompokan data untuk

dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliiti lalu melakukaan
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penalaran hukum serta argumentasi ketika tersusunnya data-data tersebut,
selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data.
8) Analisis Data

Data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptiif
kualtatif yaitu “suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang
dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari
hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang
akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan”.?®

9) Penarikan Kesimpulan

“Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yakni metode
berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk

seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus”.?°

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Ul Pers, Jakarta, 1986, him.52
»1bid, him.68.
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